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rutin setiap 3 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang
ilmu ekonomi baik manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca,
pengirim artikel yang antusias untuk melakukan tukar pikiran dan berkomunikasi
melalui mediz ini. Sekiranya hal ini dapat dipertahankan, maka sclain kehadiran kami
ckar: sclalu dapat terlaksana dengan tepat waktu dan artike! yang beragam, wawasan
pembaca juga akan semakin luas.

Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artike!
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menjadi tambahan refereasi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap
dunia jlmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi bagi pengembangan
organisasi swasta maupun institusi pemerintahan Negara Republik Indonesia.
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" Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap

Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah

Oleh :
Unun Dian Anggraeni
Yohanes Suhardjo
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Pendahuluan
- Latar Belakang Masalah

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara
efektif tanggal 1 Januari 2000, merupakan kebijakan yang dipandang demokratis dan memenuhi aspek
decentralisasi pemerintsh yang sesungguhnya. Seperti dikemukakan oleh Menteri Keuangan Budiono
(dalam sidik et al. 2002:v). tujuan otonomi adelah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan
pelayanan kepada masyarskat, pengembangan kahidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan
pemeliharuan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dalam UU No.
22/1999 dan UU Mo. 25/1999 yang menjadi landasan otonomi tersebut dijelaskan lebih jauh
bagaimena pengaplikasian hal-hal tersebut melalui beberapa Peraturan Pemeriniah (PP), yang

- kemudian “dipandu” dengan Kepmendagri No. 29/2002 (Abdul Halim,2004).
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Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom nntuk mengatur
dan mengurus sendiri vrusan pemerintah dan kepentingan masyarakat -setempat sesuai dengan
peraturen perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daersh
No. 32 tahua 2004 tentang Pemerintsh Daerah yang telah menggantikan GU No. 22 tshun 1999.
Pelaksanaan kebijaker pemerintah Indonesia tentang otonowni dazrah, dimulai secara efektif pada
tanggal limﬁzow,wmmkebﬁakmymgdipmchngmgtdemohaﬁsdmmmuhiaspek
desentralisasi yang sesungguhnya. Desentrelisasi iri bertujuan uiiuk iebih meningkstkan
kesejshieraan dan pelayanan kepade masyarakat, pengembangan kehidvpau demokrasi, keadilan,
pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antura pusat dan daer=h dan antar daerah (Dalam
sidik et al, 2002, yang dikutip oleh Maemunah, 2006).

(Dalam Maimunah, 2006) Pada tahun 2004, dikefuarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemcrintsh Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat
dengan Daerah. Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urntuk peiaksanaan kewenangan
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak
dan sumber daya alam. Di samping dzana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan
sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lain-lain.

UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan
Dana Bagi Hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana Bagi Hasil berperan sebagai
penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilken. DAU berperan sebagai
pemerataan fiskal antardaerah (fiscal equalization) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai

-dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Diluar dari ketiga fungsi tersebut, untuk
secara detailnya, penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota

% yang bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan dana

ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai
pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

(Dalam Syukriy & Halim, 2003) Beberapa peneliti menemukan respon Pemda berbeda untuk
transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Artinya ketika penerimaan daerah berasal dari transfer,
maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari
pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap
transfer, maka disebut flypaper effect (Oates, 1999 dalam Halim 2003).

Dalam Maimunah Mutiara (2006) banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU
dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah baik di Pulau Jawa, Bali. bahkan Sumatra. Pada hasil
analisis di Pulau Sumatra, diperoleh hasil yaitu, PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja
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Daerah. Hal tersebut berarti terjadi Flypaper Effect.Hal ini sesuai dengan hipotesisnya yang
menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD Linty
diterima.Hasil ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya. seperti Aaberge & Langorgen Bela
(1997), Andersson (2002), Deller et al (2002), Legrenzi & Milas (2001), Zampelli (1986) dan Ss’ul:riy <
& Halim (2004). terh:
(Dalam Syukriy & Halim, 2003) Holtz-Eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat Unt
keterkaitan erat antara transfer dari Pempus dengan Belanja Pemerintah Daerah. Studi Legrenzi & Pe™
Milas (2001), menggunakan sampel municipalities di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam Kab
jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan
bahwa variabel-variabel kebijakan pemda dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) dengan transfer #f2at
yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linear dan asymmetric. jelitic
(Dalan Syukriy & Halim, 2003) Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (local-own source ;Bag .
revenue) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (missinya Aziz et al; Von Furstenberg jPen"
et al, 1986). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi !dael
anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama tux spend hyphotesis (Aziz et al, 2000; Doi, Bag
1998; Von furstenberg et al , 1998). Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesvaikan jMel
dengan perubahan dalam pencrimean Pemerintahan Daerah atau perubahan pendapatan tegadi Ekexr
sebelum perubahan pengeluaran. ' thide
Syukriy & Halim (2003) dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah iBag
dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan terhadap belanja (diantaranya adalah Cherg,1999; Me
Friedmen, 1978; Hoover & Sheffirin, 1992). Cheng (1999) mencmukan bahwa hipotesis pajak-belanja pen
berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolumbia, Republik Dominika,
Honduras, Paraguay. Friedmen (1978) meayatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan gau:
belanja dacrah, sehingga akhimya aken memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover & fas
Sheffrin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang s A
. waktu yang berbeda. Mereka mencmukan bahwa untuk sampei data sebelum pertengahan tahun 1960-
an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk data sesudah 1960-an pajak dan belanja tidak g
~ saling mempengaruhi (cawsaily independent). dar
.~ Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2003) pemak melakukan pengujian adanya fhpaper g}
. effects pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari ¢
" penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa fiypaper effect terjadi pada DAU periode t-1 tﬂhadap;ap;
Belanja Daerah periode t. Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruby, .
' wilayah Indonesia. Karena menurut Penelitian Syukriy & Halim (2003) Pemda kabupaten/kota dijp,
Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangun berbeda dengan Pemda kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.
Memperhatikan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik uatuk melakukan penelitian di Propinsi Jawa
Tengzh, karena karakteristik ekonomi yang sedang mengalami pertumbuhan semakin maju dan karena
letak geografis Jawa Tengah yang berada di antara Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan D.I
Yogyakarta, schingga Propinsi Jawa Tengah ini merupakan daerah transit yang berusaha membangun
sarana prasarana yang memadai baik jalur darat, laut, dan udara. Penelitian ini berjudul Analisis
Pengaruh Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap Belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

- N T

: . fla
- Perumusan Masalah
. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai tig
berikut : )
1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah:s“:
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah? oy
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah ™
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah? .
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama T

berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah? .

Tujuan dan Manfaat Penelitian m
Tujuan Penelitian fa
Tujuan diadakannya Penelitian ini adalah : e

la

70 SOLUSL Vol 9 No. 1. Januari 2010 : 69 - 81
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Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap
Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten’Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Untuk menguiji secarz zmpiris dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Dacrah (PAD)
terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama terhadap Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

wmfaat Penelitian e

gelitian ini diharapkan dapat inemberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

Bagi Pemerintah Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai penerapan sistem perimbangan
daerah yang tengah berjalan dan dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.
Bagi Dunia Pendidikan. .

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuar untuk aijadikan bahan pembelajaran
kemajuan pendidikan. Serta bahan referensi data tambahan bagi peueliti iainnya yang tertarik pada
bidangkajian ini.

Bagi Penulis

‘Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang di peroleh, serta menambah
- pengalaman peneliti dalam bidang perelitian ini.

fjauan Pustaka
asan Teori
Alokasi Umum (DAU) A
Dana Alokasi Umam, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan
BN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Dacrah untuk

pdanai kebutuhan Daerah dalamn rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU untuk suatu daersh =

kan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan ysng
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang forinula dan penghitungan DAU

: sesuai Undang-Undang. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai
hm UU No.33 Tahun 2004 Pasal 27 menyatakan :

{' Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari
Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. _

1 DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

! Ceiah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan
kapasitas fiskal Daerah. .

¢ Alokasi dasar scbagaimana dimaksud pada ayai (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai
Negeri Sipil Daerah. ‘

-

dapatan Asli Daerah (PAD) . S Lo

Menurut UU No. 33 tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah
dapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut

peraturan daecrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD

Yjuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk inendanai pelaksanaan otonomi
rh sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
Hasil Pajak Daerah

Menurut UU No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut
Pajak, adalah ijuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang. yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan
yang berlaku. yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan
“zmbangunan Daerah.

“Menurut UL Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbaru yaitu UU No.28 tahun 2009, Pajak
:22rah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh



orang pribadi atau badan vang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak

mendapathan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Dacrah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak propinsi terdiri dari :

a.

b.

C.

d.

€.

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan

Pajak Rokok

Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: - —- — ——

TR AN O

Pajak Hotel [ —
Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Parkir ' ’
Pajal: Air Tanah . -
Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkctaan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2) Hasnl Retribusi Daerah ~

Menurut UU No.28 Tahun 2009. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dlcebut Retribusi, adalah

pungutan Daerah scbagai pembayaran atas jasa atau psmberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untvk kepentingan orang pnbadx ata" badan

a.

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : T E

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disedizkan atau diberikan oleh pener'mah dae!ah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dmlknan ole‘l orang pﬂbadl atav
Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum misalnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Rcm'lmsl Pelayanan
Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Karti' Tanda Peaduduk dan
Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, R°tn'bus1 Pelayanan
Pasar.

Retribusi jasa usaha adalah Jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta. »

Jenis Retribusi Jasa Usaha, misanya : Retribusi Pemakaian Kekayaan Da'erah, Retribusi Pasar
Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal,  Retribusi Tempat
Pengmapan/PesanggrahanN illa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dll.

Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, ] pmsarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melmdunm kepentingan umum dan menjaga kelestanan lingkungan.
Jenis Retribusi Perizinan tertentu, misalnya : Retribusi Izin Mendmkan ‘Bangunan, Retribusi

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi lzm Gangguan Retnbusu 1zin Trayek,
Retribusi Izin Usaha Periklanan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4) Lain-lain PAD yang sah meliputi :

--

a.

o a0 o

hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan

. jasagiro

pendapatan bunga
keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

komuisi. potongan. ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ataupengadaan
barang dan‘atau jasa oleh Daerah.

gelan
webag:

Jisebt
pengu
mengt
diperc

pelaks
'dan_u_.. —_
yang

daeral

1 B
Y

Ana



gelanja Daerah

Belanja daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah semua kewajiban Daerah vang diakui
gbagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
fisebutkan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih. Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Belanja daeiah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu
yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah
daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah menurut kelompok belanja terdiri dari:

1. Belanja Tidek Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsuag
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

a.

Kelompok belanja iidak iangsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta
penghasilan lainnya yang ciberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung
atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman
jangka pendek, jangka menengals, dan jangka panjang.

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkar bantuan biasya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentv agar harga jual produksifjasa yang dihasilkan dapat
tejangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bestuk vang,
barang den/atau jesa kepada pemerimzh atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok
masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Bantuan sosia! cigunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan Jdalam bentuk vang

Belanja bagi hasil digunakan untvk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan provinsi kepada kabupaten/koia atau pendapatan kabupaten/kota kepada
pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah
lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat
umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten’kota, pemerintah desa, dan kepada
pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa
dan- pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan
kemampuan keuangan.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang
tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan =

b.

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
a.

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan
kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai
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manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

: . Pemerintahan,
seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan,irigasi dan
jaringan, dan aset tetap lainnya.

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahar;
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam
penjelasannya disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri,
didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta propinsi dan kabupaten/kota
vang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.

Otonomi Dacrah adalah kewenaangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepetingan
masyarakat setempat menuju prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan atas asas
desentralisasi dalam wujud otonomi yaag luas, nyata, dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2001) .

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Menurut JU No.33 Tahun 2004 Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,
transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebuiuhan dzerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peaelitian Terdahulu

Syukriy Abdullsh dan Abdul Halim (2003) dulam Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan
" Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemeriniah Daerah, studi kasus Kabupaten/Kota Di

Jawe dan Bali, hasil peneclitian menunjukan bahwa secara terpisah. DAU dan PAD berpengaruh
signifikan terhadap belanja dacrah, baik maupun tacpa iag. Ketika tidak digunakan tenpa iag,
peagaruh PAD terhadap belanje daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag,
peagarch DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD. Ketika kedua faktor (CAU
dan PAD) diregresi serentak dengan belanja daerah, pengaruls keduanya juga signifikan, baik dengan
ataupun lag. ,

Kesit Bambang Prakosa (2004) tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerzh, studi empirik di wilayeh Propinsi
Jawa Tengah dan DIY, dari hasil penelitian menunjukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh
signifikan terhadap belanja daerah baik dengan maupun tanpa lag. Ketika tidak menggunakan lag,
pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag,
pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD. Secara empiris penelitian ini
membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari
pemerintah pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh
signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi BJD, daya prediksi DAU terhadap BJD
tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadi flypaper effect.

Maimunah (2006) dalam Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Penelitian
tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah pada
kabupaten/kota di Sumatera, pengaruh flypaper dapat digunakan dalam memprediksi Belanja Daerah
periode ke depan, dan tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-
nya tinggi maupun pada daerah yang PAD-nya rendah di Kabupaten/Kota di pulau Sumatera.

Rochman (Skripsi, 2007) dalam Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi
Jawa Tengah (2001-2005). Kesimpulan  Berdasarkan pengujian secara individual dengan
menggunakan uji t, variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif
dan signifikan, dengan demikian hipotesis terbukti. Untuk DAU berpengaruh positif, hal tersebut
bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja
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semerintah daerah. Menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer pemerintah pusat akan
menyebabKan penurunan pengeluaran daerah dan begitu juga sebaliknya peningkatan alokasi transfer
ikan diikuti dengan pengeluaran yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa pemerintah
pertindak sangat reaktif terhadap transfer vang diterima dari pusat. Untuk PAD berpengaruh positif;,
menyatakan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan l;elanja daerah, sehingga akhirnya akan

memperbesar defisit. Untuk uji kebaikan model (uji F dan R ) menunjukan bahwa model cukup bagus
karcna secara bersama-sama variabel independen yaitu Dana Alzokasi Umum dan Pendapatan Asli

berpengaruh terhadap Belanja Derah. Dengan besarnya nilai R sebesar 0.282937 berarti 28,29%
variasi variabel independen (Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah) mampu menjelaskan
variasi dependen (Belanja Dacrah).

Novi Pratiwi (Skripsi,2007) dalam Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di
Indonesia. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Hasil pengujian hipotesis pertama
adalah diterima, artinya Dana Alokasi Umum dengan lag 1 tahun (DAUH) mempengaruhi besarnya

prediksi Belanja Daerah (BDt). Hasil pengujian hipotesis kedua juga diterima, artinya Pendapatan Ast

wasnave

Daerah dengan lag 1 tahun (PADH) mempengarvhi besamya prediksi Belanja Daerah (BD‘). Apabila
dilakukan penzujian secara serentak rampak bahwa pengaruh DAUH lebih kuat daripada pengaruh

PADM, hal tersebut membuktiken bahwa terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah di Indonesia,
dengan demikian hipotesis ketiga juga diterima.
Beda peneliiian ini dengan penelitian terdahuiu adalah :
Objek Peneiitian : Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah
Periode Penelitian : Tahun 2006
Secara ringkas penelitiar terdzhulu terdapat pada tabel dibawah ini :

Metodolosi Peaeliti
Variabei Penelitian dan Definisi Cperasional .
Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalsh Belanja Pemerintah

{Belanja Pemda), dan variabel bebas (independent variables) adalah Dana Alokasi Umum
(DAU), Pendapatan Asli Dacrsh (PAD).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2006. Data sekunder menurut
Anton Dajan (1995) adaleh data yang dikumpulkan pihak lain, digunakan oleh peneliti untuk
mendukung penelitian yang dilakukan. Sampel data adalah 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa -

Tengah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa ‘
Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu metode tabulasi dan
dokumentasi. Dimana pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi APBD Pemerintah Daerah 35
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lalu dikumpulkan menjadi dokumen yang sudah diolah sedangkan
metode tabulasi digunakan untuk mempermudah perhitungan analisa.

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Statistik menggunakan SPSS 16.0. Alat analisis
statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik (Uji Multikolineritas, Uji
Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas data), regresi sederhana (simple regression) dan
regresi berganda (multiple regressions) : Koefisien determinasi, ujit, uji F.

Analisis Pengaruh Dana Alekasi Urmur .......«Unun Dian Anggraeni, Yohanes Suhardjo) 75



Hasil dan Pembahasan
Uji Multikolinearitas

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients®
Unstandardized Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Model R Std. Error Beta t Sig. Tolerance| VIF
1 (Constant) 1.060E7| 2.007E7 - .528] .601
Dana
Alokasi 967 048 .768] 2.022E1} .000 886 I.129i
Umum
Pendapatan < < .
Asli Daerah 1.747 .165 401) 1.0S7Ei 00(1“ 886 n.l29l

a. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

Uji Heteroskedastisitas

Dependert Variabile: Balanja Pomda KabNiKota
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Regression Standardizec Predliocted V.lu.
Uji Autokorelasi
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary®

Adjusted R | Std. Error of
4Model R R Square Square the Estimate |Durbin-Watson
1 979" 959 957 3.119E7 1.942

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota
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Uji Normalitas Data

Gambar |
Grafik Histogram

Histogram

Dopondont Varianble: Beolanjo Pemda Kabl/i<ota

-3 -1 BES
Regrecsion Stan“ardized RNResiduat

Gambar 2
Graiik Normai P-? Plot

Normal PP Plol cf Regreasion Standardized Residual

Dependert Variable: Bolanja Pemda Kabfi<otea
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Regresi Sederhana : Pengaruh DAU Terhadap BELANJA PEMDA .
. Tabel2
Koefisien Determinasi

Model Summary®

.| AdjustedR | Std. Error of
Model R- R Square Square the Estimate
1 904° 817 311 6.508E7
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum
b. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

s Standardized
Unstandardized Coefficients| Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 3.309E7 4.163E7 795 432
Dana Alokasi Umum 1.138 .094 904 12.118 000

a. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota
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Regresi Sederhana : Pengaruh PAD Terhadap BELANJA PEMDA

Tabel 4

Koefisien Determinasi
Model Summary®

——

r

o P

Adjusted R | Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 661° 437 420 1.140E8
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli
Daerah
b. Dependent Variable: Belanja Pemda
Kab/Kota
Tabel 5
Hasil Uji t-statistik
Coefficients*
, . Standardized
Unstandardized Coefficients| Coefficients
Model B Std. Ersor Beta t Sig.
Al (Constant) 3.622E8]  3.660E7| 9.897
Pendapatan Asli Daerah 2.878 569, 661 5.061) -
2. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota
Acalisis Regresi Bergunda: Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemdz (Simultan)
Tabel 6
Koefisien D ..
, Model Summary®
Adjusted R Std. Error of the
odel R R Square Square Estimate
b 97 959 957 3.119E7|
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi -
Umum
b. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota
Tabel 7 )
Hasil Uji t-statistik
Coefficients"
Standardized
Unstandardized Coefficients| Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 1.060E7 2.007E7 528 .601
Dana Alokasi Umum 967 .048 768  20.217 .000
Pendapatan Asli Daerah 1.747 165 401 10.567 .000

a. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota
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Tabel 8

Hasil Uji Statistik F

ANOVA"
Sum of
[Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 7.306E17 2 3.653E17| 375.435 .000°
Residual 3.114E16 32 9.730E14
Total 7.617E17 34

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Unum
b. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

Kesimpulan

1. Hasil pergujian hipotesis pertama adalah diterima, artinya Dana Alokasi Umum mempengaruhi
Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Jika ada peningkatan
jumiah DAU, maka akan terjadi peningkatan

_ pula pada jumlah Belanja Pemda yang akan
dikefuarkan oich pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua juga diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi
Belanja Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Jika ada peningkatan
jumlah PAD, maka _akan terjadi peningkatan pula pada jumlah Belanja Pemda yang akan
dikeluarkan oleh pemeriztah Provinsi, Kabupaten/Kota.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga juga diterima, artinya secara bersama-sama (simultan) DAU dan
PADbapmganﬁ&&adapBehqjaPemWathabKab@ﬂenﬂ(«adiPmphwiJamngah
%ihﬁl:eg&ddiahsdapmdﬂﬂmbahwaDAUdanPADbmu-bmrmembaikmpmmh
tethadap Belanja Pemda behkan pada s2at DAU dan PAD di regresi secara serempak hasilnya juga
menunjukkan adanya pengaruh terhadap Belanja Pemda darzn dari hasi! perbandingan yang
menunjukkan bakwa nilai t-statistik, F-ctatistik dan Adjusted R masing-masing variabel {regresi)

dari DAU lebih besar dari PAD terlihat bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Pemda lebih besar
daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Pemda.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh
berbagai pihak yang tertarik dan beikecimpung dengan masalah anggaran yang dalam hal ini adalah
AFBD. -

Penelitian ini juga diharapkan dapat menggugah para peneliti berikutnya untuk mendalami
kandungan informasi dari sebuah laporan keuangan yang dikaitkan dengan disiplin atau cabang ilmu
lainnya.

Pemerintah daerah seharusnya dapat mengidentifikasi potensi daerah schingga peluang-
peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari. Dengan mengoptimalkan pajak daerah
yang selama ini menjadi sumber terbesar PAD, caranya dengan pendataan kembali wajib pajak dan
objek pajak yang sudah ada dalam rangka penggalian potensi daersh serta meningkatkan pelayanan
atau fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat dan pemerintah. Contohnya dengan menyediakan
layanan online pada sistem perpajakan.

Dan dari penelitian ini juga diharapkan agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya sehingga suatu daerah benar-benar dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada transfer
dana dari pemerintah pusat. Dengan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa besarnya Belanja Pemda
lebih banyak dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat, hal ini menunjukkan
bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi, daripada

tingkat Pendapatan Asli Daerah sendiri. Jika hal ini masih terus berlanjut maka dikhawatirkan
pelaksanaan otonomi daerah akan terhambat.
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Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memeriukan perbaikan dan pengembangan
dalam penelitian-penelitian berikutnya, yang mungkin masih terdapat variabel-variabel lain yap
merupakan faktor penting dalam manajemen keuangan dan penganggaran daerah. Keterbatasan-
keterbatasan studi ini adalah:

1. Dari 434 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, yang diteliti hanya 35 Kabupaten/Kota dj
Propinsi Jawa Tengah periode tahun 2006. Hal ini karena keterbatasan data dan kemampuan

penulis. Sehingga untuk penelitian berikutnya agar menggunakan sampel yang lebih banyak

dengan periode yang lebih panjaiig agar penelitian lebih obyektif.

2. Variabel yang diteliti hanya menggunakan dua variabel yang mempengaruhi Belanja Pemerintah
Daerah (BD) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU),- sehingga
bagi peneliti selanjutnya agar memasukkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi
Belanja Daerah (misainya, Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, dl)

3.

Studi ini tidak menganalisis lebih jauh efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran (misalnya

tidak mempertimbangkan jumlah, struktur usia, dan tingkat pendidikan pegawai dan penduduk).

Implikasi Pexnelitian Selanjutnya

1. Hendaknya Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan suinber daya vang dimiliki melihat
kebutuhan serta memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. :

2. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberian DAU kepada dasrah kabupaten dan kota

di Jawa Tengah bukan hanya untuk menutup celah fiskal yang ada pada kemampuan keuangan

daerah, namun juga sebagai sumber penerimaan utama untuk membizyai belanje. Bagi Pemerintah

Daerah agar lebih mampu weningkatkan PAD dengan melakukan inovasi dan menggali potensi

daerah di luar pajak daerah, sehingga masysrakat tidak terlatu terbebani oleh pajuk, dan PAD yang

dihasilkan mampu membiayai belanja daerah itu sendiri.

Untuk hasil penelitian yang lebih valid sebaiknya mendapatkan data yang iebih terpercaya dengan

4. Menambah literatur sebagai panduan bukan hanya dari buku tetapi juga dari inicraet dan media

informasi lainnya. A S AL

'
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